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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku
ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi
siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Hukum perlindungan konsumen di
Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum,
bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang
mungkin tidak adil atau berpotensi merugikan. Perlindungan ini mencakup
berbagai hak, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar,
hak atas keamanan dan keselamatan produk, serta hak untuk memperoleh
ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian akibat produk atau layanan
yang tidak memadai.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia mencakup
berbagai aspek penting, termasuk hak-hak dasar konsumen, kewajiban
pelaku usaha, lembaga pengawas, dan mekanisme penegakan hukum.
Dengan adanya undang-undang yang tegas dan lembaga-lembaga yang
berfungsi secara efektif, diharapkan hak-hak konsumen dapat terlindungi
dengan baik. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi yang perlu
diatasi. Salah satu instrumen perlindungan yang signifikan adalah Undang-
Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang memberikan jaminan
kehalalan bagi produk yang beredar di pasar. UU JPH memastikan
konsumen mendapatkan informasi yang jelas, melalui kewajiban sertifikasi
halal dan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang ketat.
Dengan hak untuk mengajukan keluhan, UU JPH berperan penting dalam
melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan ajaran agama
Islam.



Untuk memastikan perlindungan yang optimal, peningkatan sosialisasi,
pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang efektif akan
sangat diperlukan. Selain itu, perlindungan konsumen dalam perspektif
hukum Islam menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi,
larangan penipuan, kewajiban memenubhi janji, dan perhatian terhadap
kesejahteraan konsumen. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam
praktik bisnis dan regulasi modern dapat menciptakan lingkungan pasar
yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi prinsip-
prinsip tersebut dalam konteks saat ini memerlukan usaha berkelanjutan
dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan
karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

Januari, 2025

Penulis
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BAB 1

RUANG LINGKUP HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum, konsumen diartikan sebagai individu yang
menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau
rumah tangga mereka, dan bukan untuk tujuan memproduksi atau
menjual kembali barang atau jasa tersebut. Definisi ini menggambarkan
proses di mana terjadi peralihan kepemilikan atau pemanfaatan barang
atau jasa dari penyedia kepada konsumen (Nasution, 1995, him. 37).
Untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik-praktik yang curang,
diperlukan adanya regulasi yang mengikat kedua belah pihak, yaitu
konsumen dan penyedia barang atau jasa. Di Indonesia, regulasi tersebut
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memainkan peran yang
sangat penting dalam sistem hukum, bertujuan untuk melindungi hak-hak
konsumen dari praktik bisnis yang mungkin tidak adil atau berpotensi
merugikan. Perlindungan ini mencakup berbagai hak, termasuk hak untuk
mendapatkan informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan
produk, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika konsumen mengalami
kerugian akibat produk atau layanan yang tidak memadai.

Selain undang-undang perlindungan konsumen yang ada, Indonesia
juga memiliki peraturan terkait jaminan produk halal yang berperan
penting dalam melindungi konsumen. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah salah satu regulasi
yang mengatur kewajiban sertifikasi halal untuk produk. Undang-undang
ini tidak hanya berdampak besar pada sektor ekonomi, khususnya bagi
umat Islam, tetapi juga merupakan bagian penting dari perlindungan
konsumen. UU JPH memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa
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BAB 2

HAK-HAK KONSUMEN

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Perlindungan Konsumen

Pengertian Konsumen

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia,
konsumen diartikan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU
Perlindungan Konsumen). Definisi konsumen menurut UU tersebut adalah
"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Definisi ini
mencakup segala bentuk penggunaan barang atau jasa, baik yang
dilakukan secara langsung oleh individu maupun oleh kelompok, dengan
tujuan akhir yang tidak berkaitan dengan aktivitas komersial lebih lanjut
(Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, 1999).

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam
pembangunan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika
perdagangan dan transaksi yang terus berkembang (Mansyur & Rahman,
2016). Pada era globalisasi ini, perdagangan tidak lagi terbatas pada ruang
lingkup konvensional, melainkan telah merambah ke dunia digital, yang
sering kali menimbulkan tantangan baru bagi para konsumen.
Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen (Niar et al., 2023). John
G. Browning, seorang ahli dalam bidang hukum konsumen, menekankan
bahwa regulasi konsumen adalah fundamental dalam menjaga
keseimbangan antara bisnis dan individu, terutama dalam menghadapi
praktik-praktik bisnis yang tidak adil dan eksploitatif.
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BAB 3

TANGGUNG JAWAB
PRODUSEN DAN PENJUAL

A. PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian tentang tanggung jawab produsen dan
penjual merupakan bagian penting dari kajian yang berfokus pada peran
dan dampak yang dimiliki oleh mereka dalam konteks pasar dan
masyarakat. Pertama-tama, fenomena globalisasi telah mengubah lanskap
bisnis secara signifikan, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan
kompleksitas rantai pasokan. Hal ini mengakibatkan munculnya
pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab produsen dan penjual
berubah dan berkembang dalam menghadapi tantangan baru ini. Di sisi
lain, munculnya isu-isu lingkungan dan keberlanjutan telah menempatkan
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di garis depan diskusi tentang
perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Produsen dan penjual memiliki
peran kunci dalam memastikan bahwa praktik bisnis mereka
memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial mereka, serta memenuhi
standar etika yang tinggi (Sunyoto & Putri, 2016). Selain itu, munculnya
teknologi dan media sosial telah meningkatkan transparansi dalam praktik
bisnis, memaksa produsen dan penjual untuk lebih bertanggung jawab
atas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Konsumen memiliki akses
lebih besar terhadap informasi dan dapat dengan cepat menyoroti
ketidakpatuhan atau pelanggaran etika oleh produsen dan penjual (Hamid,
2017).

Dalam konteks hukum, ada juga evolusi dalam regulasi yang mengatur
tanggung jawab produsen dan penjual. Negara-negara mulai menerapkan
undang-undang yang lebih ketat terkait hak konsumen, perlindungan
lingkungan, dan kepatuhan terhadap standar produksi yang adil dan aman
(Rosmawati, 2017). Seiring dengan itu, tujuan bahasan tentang tanggung
jawab produsen dan penjual adalah untuk memahami lebih dalam dampak
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BAB 4

PRAKTIK BISNIS YANG TIDAK ADIL

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktik bisnis yang tidak adil merupakan isu yang semakin relevan
dalam dinamika ekonomi global saat ini. Pemahaman yang baik mengenai
praktik ini sangat penting dalam konteks hukum dan perlindungan
konsumen (Rustandi & LAH, 2023). Dengan munculnya keberagaman
model bisnis dan saluran distribusi yang kompleks, risiko terhadap
konsumen untuk menjadi korban praktik yang tidak adil semakin tinggi.
Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengkaji praktik bisnis yang
tidak adil tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga
untuk mendukung terciptanya pasar yang adil dan berkelanjutan.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur perlindungan konsumen diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, yang secara tegas melarang pelaku bisnis melakukan praktik
tidak adil. UU tersebut berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur
hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan
praktik bisnis (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, 1999b). Selain itu, terdapat Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang
memberikan perlindungan tambahan terhadap konsumen di ranah
digital—sebuah aspek yang semakin penting dalam era digitalisasi saat ini
(Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik, 2016).

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam
mengenai praktik bisnis yang tidak adil dan dampaknya terhadap
konsumen. Penulis akan menguraikan berbagai bentuk praktik tidak adil
yang sering ditemukan dalam transaksi bisnis, serta menjelaskan relevansi
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BAB 5

PERJANJIAN KONSUMEN

A. PENDAHULUAN

Perjanjian konsumen merupakan salah satu aspek krusial dalam
transaksi komersial modern. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian
konsumen terjadi di berbagai sektor, mulai dari pembelian barang hingga
penggunaan jasa. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan kesepakatan
yang mengikat antara konsumen dan pelaku usaha terkait dengan hak dan
kewajiban kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Meningkatnya
volume transaksi akibat perkembangan teknologi dan globalisasi membuat
pentingnya perlindungan konsumen semakin mendapat perhatian.
Berbagai masalah, seperti penipuan, ketidaksesuaian produk, dan
ketidakjelasan informasi, mendorong perlunya landasan hukum yang kuat
agar konsumen terlindungi.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen diatur dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih
luas kepada konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk
beroperasi secara adil dan bertanggung jawab. Perjanjian konsumen
menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mewujudkan
tujuan tersebut, dengan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah
pihak. Di era digital saat ini, transaksi melalui platform daring (e-
commerce) semakin berkembang, dan tantangan baru muncul dalam
memastikan bahwa perjanjian konsumen yang dilakukan secara elektronik
tetap melindungi hak-hak konsumen.

Pentingnya perjanjian konsumen juga dilihat dari semakin banyaknya
kasus yang melibatkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
Dalam banyak kasus, konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih
lemah dalam hal informasi, sumber daya, dan daya tawar dibandingkan
pelaku usaha. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur perjanjian
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BAB 6

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

A. METODE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Penyelesaian Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak
ketiga, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak mencapai
kesepakatan tanpa campur tangan pengadilan. Dalam konteks
penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia, mediasi memegang
peranan penting sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat,
sederhana, dan berbiaya rendah dibandingkan litigasi di pengadilan
(Herawati, 2011). Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi wajib
diterapkan dalam perkara perdata di pengadilan negeri, dengan tujuan
mengurangi penumpukan kasus dan memberikan kesempatan bagi para
pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Herawati, 2011).

Mediator dalam mediasi konsumen bertindak sebagai pihak yang
netral dan tidak memihak. la bertugas untuk memfasilitasi komunikasi dan
negosiasi antara pihak konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat
dicapai solusi yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Mediator
harus memiliki keterampilan komunikasi dan pemahaman hukum yang
baik, terutama terkait hak-hak konsumen. Dengan demikian, mediator
dapat memandu proses mediasi secara objektif dan membantu para pihak
mencapai keputusan bersama (Marufin et al., 2019).

Proses mediasi terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan
pertemuan pertama, di mana mediator memperkenalkan proses mediasi
dan memotivasi kedua belah pihak untuk berpartisipasi secara terbuka.
Selama pertemuan awal ini, mediator juga menyampaikan aturan-aturan
dasar yang harus diikuti oleh para pihak selama proses berlangsung,
termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan dalam
mediasi (Marufin, Sulistiani, & Rojak, 2019).

L
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BAB 7

PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. DEFINISI PERLIDUNGAN KONSUMEN

Berbicara tentang perlindungan konsumen (consumer protection),
berarti berbicara tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan
perekonomian dengan lapangan etika. Dalam kegiatan bisnis terdapat
hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen.
Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi
dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah
memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap
produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat
ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam
posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari
pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat.
Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum yang dapat
melindungi atau memberdayakan konsumen. Perlindungan konsumen
merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban
negara untuk melindungi warga negaranya, khusunya atas produk yang
halal dan baik. Sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut
diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem
perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut
telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. (Yessy, Grace, 2022)

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terjadi pada
dekade 1970-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Ketika itu, gagasan
perlindungan konsumen disampaikan secara luas kepada masyarakat
melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan,
penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Ketika
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HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Perekonomian yang terjadi dalam suatu negara bukan hanya terjadi
dengan faktor dalam negeri saja tapi juga memerlukan faktor dari luar
negeri. Umumnya kegiatan yang sering dilakukan adalah dengan menjual
barang-barang yang dibutuhkan oleh negara lain dalam jumlah dan harga
tertentu. Hal ini biasa disebut ekspor. Atau bisa juga sebaliknya, negara
lain menjual suatu produk kedalam negara tersebut yang memang sedang
dibutuhkan atau dianggap penting. Inilah yang disebut juga sebagai Import.
Dulunya hal ini hanya dapat dilakukan melalui organisasi atau perusahaan-
perusahaan tertentu saja tapi seiring berkembangnya teknologi juga
memberikan kemudahan tersendiri bagi setiap negara dalam melakukan
transaksi jual-beli antar negara. Salah satunya adalah kemunculan
platform perdagangan lain yang disebut juga E-commerce. E-Commerce
dalam hukum adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan secara
elektronik melalui internet atau media elektronik lainnya. Dalam
perkembangannya, E- Commerce memerlukan perlindungan hukum yang
jelas, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan pengaturan pajak
pertambahan nilai.

Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik
diatur oleh UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU
Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008. Pada saat ini, Electronic
Commerce (E-Commerce) memegang peran penting dalam perdagangan
internasional yang sedang berkembang dengan pesat. Kemudahan dan
efektivitas yang ditawarkan oleh E-Commerce memungkinkan
pengurangan biaya operasional yang signifikan. Dukungan teknologi juga
memfasilitasi pengoperasian teknis dengan cara yang sangat praktis.
Sistem jaringan terintegrasi dan manajemen jaringan online dalam e-
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BAB 9

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
WISATAWAN DALAM JASA PARIWISATA

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan beragam kekayaan
serta keindahan alamnya. Potensi kekayaan serta pesona alam Indonesia
ini yang melahirkan suatu pesona yang unik dari Negara lainnya. Flora,
fauna, seni budaya, peninggalan sejarah, serta hasilhasil bumi merupakan
beberapa kekayaan yang dimiliki Indonesia (Oktaviarni, 2018:138).
Kekayaan alam tersebutlah merupakan salah satu dari sekian banyak
modal dalam hal pembangunan di Indonesia khususnya dalam
pembangunan kepariwisataan, guna meningkatkan taraf hidup demi
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu keindahan alam juga
menjadi salah satu modal dasar sebagai daya tarik utama bagi wisatawan
domestik maupun internasional dalam aktivitas pariwisata untuk
meningkatkan perekonomian serta menopang pembangunan di Indonesia.
Dengan kata lain, salah satu peningkatan devisa negara terbesar di
Indonesia disumbangkan dari aktivitas pariwisatanya. Pada hakikatnya
berwisata merupakan salah satu aktivitas yang disenangi oleh banyak
kalangan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, wisata merupakan aktivitas perjalanan yang dijalani
individu atau kelompok untuk mengunjungi suatu tempat spesifik dengan
maksud rekreasi, memahami kekhasan daerah tujuan, mengembangkan
diri, dan berbagai tujuan lainnya dalam periode waktu yang terbatas atau
sementara. (Hartoro, 2020:12). Sedangkan menurut Eddyono berwisata
sendiri merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan seseorang
yang melakukan perjalanan secara sementara menuju ke tempat yang
berbeda diluar tempat tinggalnya sendiri (Eddyono, 2021:3).
Berkembangnya zaman telah menjadikan pariwisata sebagai bagian
penting dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Seiring dengan
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BAB 10

PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI ERA DIGITAL

A. KONSEP DASAR PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa
hak-hak konsumen dilindungi dalam setiap transaksi yang dilakukan,
terutama di era digital saat ini. Konsep dasar perlindungan konsumen
mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk mendapatkan informasi
yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin
kepastian hukum bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
(Budi, 2020).

Secara prinsip, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi
hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi ekonomi. Perlindungan
ini mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan, keamanan, dan hak
ekonomi konsumen yang mungkin terancam oleh praktik bisnis yang tidak
adil atau berbahaya (Salai et al., 2014). Berdasarkan konsep ini,
perlindungan konsumen tidak hanya melibatkan penyediaan informasi
yang benar, tetapi juga melindungi konsumen dari produk atau jasa yang
mungkin menyebabkan bahaya fisik atau finansial (Dzurova, 2020).

Ruang lingkup perlindungan konsumen sangat luas, mencakup aturan
hukum yang melindungi konsumen dari penipuan, iklan menyesatkan, dan
produk yang tidak memenuhi standar keselamatan. Di Eropa, misalnya,
perlindungan konsumen difokuskan pada kesehatan dan keselamatan
melalui regulasi yang ketat terhadap produk dan jasa di pasar bebas (Jang,
2022). Di sisi lain, negara-negara seperti Tiongkok juga terus memperbarui
aturan  perlindungan  konsumen untuk menyesuaikan dengan
perkembangan ekonomi dan sosial yang dinamis (Yong-bao, 2011).
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PENDIDIKAN DAN KESADARAN KONSUMEN

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dan kesadaran konsumen merupakan elemen kunci dalam
melindungi hak-hak konsumen di era modern ini. Dengan semakin
kompleksnya produk dan layanan yang tersedia di pasar, konsumen sering
kali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membuat keputusan yang
bijak. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, pendidikan yang
memadai dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi fondasi yang
penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat memahami hak-hak
mereka dan membuat keputusan yang lebih baik (Departemen
Perdagangan Republik Indonesia, 2020).

Secara umum, pendidikan konsumen bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan konsumen untuk
mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Pendidikan ini
meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen, cara memilih
produk yang aman dan berkualitas, serta cara mengenali dan melaporkan
penipuan atau praktik bisnis yang tidak adil (Undang-Undang Perlindungan
Konsumen No. 8 Tahun 1999, 1999). Kesadaran konsumen, di sisi lain,
merujuk pada tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka dan
kemampuan mereka untuk bertindak atas dasar pengetahuan tersebut.
Kedua aspek ini saling terkait dan sangat penting dalam menjaga
keseimbangan antara kekuatan produsen dan konsumen di pasar.

Di Indonesia, pendidikan dan kesadaran konsumen telah menjadi
fokus utama dalam kebijakan perlindungan konsumen. Pemerintah,
melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), telah
meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran konsumen,
termasuk kampanye edukasi, seminar, dan penyuluhan di berbagai daerah
(Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2022). Namun, masih terdapat
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BAB 12

PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
INDONESIA
Prinsip dasar perlindungan konsumen mencakup hak atas keamanan,

informasi yang benar, pilihan dan kompensasi yang adil, serta prinsip

keadilan yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban
konsumen dan pelaku usaha (Kuncoro et al., 2019). Penegakan hukum
perlindungan konsumen diperlukan karena konsumen sering berada
dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dalam
aspek informasi maupun pengaruh ekonomi, sehingga rentan terhadap

penyalahgunaan dan praktik bisnis yang tidak adil (Subagyono et al., 2023).
Tujuan utama dari penegakan hukum dalam perlindungan konsumen

adalah menciptakan iklim transaksi yang adil dan kondusif, serta

mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam memenuhi hak-
hak konsumen. Manfaat dari penegakan hukum ini termasuk perlindungan
terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen, mencegah praktik bisnis
curang, dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap pasar dan

produk-produk lokal (Sudewo & Mahardika, 2022).

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelindungan hukum konsumen di
indonesia, mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan konsumen,
setidaknya terdapat tiga lembaga yang sudah disiapkan dalam rangka
mendukung dan mengoptimalkan penegakan perlindungan konsumen,
antara lain:

a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah sebuah badan
yang dibentuk oleh undang-undang untuk membantu pemrintah
dalam rangka upaya pengembangan perlindungan konsumen,
termasuk didalamnya melakukan penelitian, pengkajian, survey,
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Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memainkan peran yang sangat
penting dalam sistem hukum, bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari
praktik bisnis yang mungkin tidak adil atau berpotensi merugikan. Perlindungan ini
mencakup berbagai hak, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak
atas keamanan dan keselamatan produk, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika
konsumen mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang tidak memadai.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia mencakup berbagai
aspek penting, termasuk hak-hak dasar konsumen, kewajiban pelaku usaha, lembaga
pengawas, dan mekanisme penegakan hukum. Dengan adanya undang-undang yang
tegas dan lembaga-lembaga yang berfungsi secara efektif, diharapkan hak-hak
konsumen dapat terlindungi dengan baik. Namun, masih ada tantangan dalam
implementasi yang perlu diatasi. Salah satu instrumen perlindungan yang signifikan
adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang memberikan jaminan
kehalalan bagi produk yang beredar di pasar. UU JPH memastikan konsumen
mendapatkan informasi yang jelas, melalui kewajiban sertifikasi halal dan mekanisme
pengawasan serta penegakan hukum yang ketat. Dengan hak untuk mengajukan
keluhan, UU JPH berperan penting dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak
sesuaidengan ajaran agama Islam.

Untuk memastikan perlindungan yang optimal, peningkatan sosialisasi,
pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang efektif akan sangat
diperlukan. Selain itu, perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam
menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, larangan penipuan,
kewajiban memenuhi janji, dan perhatian terhadap kesejahteraan konsumen.
Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis dan regulasi modern dapat
menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks saat ini memerlukan usaha
berkelanjutan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
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